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Abstract 

 
Poverty is a complex issue that is difficult to solve in almost every region in indonesia especially in 

West Java Province. The poverty rate can be influenced by several factor such as credit BPR and  

UMKM role. The reason of this study is to analyze how a great deal growth in credit provision made 

by means of BPR and what sort of growth within the role of MSME in reducing poverty degrees in West 

Java. The data used in this study is secondary with a population of 22 districts/cities in West Java for 

the 2010-2018 period. The analysis approach used on this studies is panel information linear regression 

analysis with the assist of Eviews 8.0 with the fixed effect version that's used as an analysis technique 

on this study. The results showed that poverty in West Java Province was explained by BPR, and UMKM 

role at 83,8% (𝑅2) The effects confirmed that (1) an growth in BPR credit had a significant impact on 

the real stage of five% with a chance price of zero.0006 and became undoubtedly associated with the 

acquired coefficient fee of 0.032. (2) The growth in MSME publicity has a full-size effect on the five% 

real stage with a opportunity cost of 0.0000 and is definitely associated with the received coefficient 

price of zero.316. moreover, simultaneously that BPR credit score and the role of MSME have an effect 

on the poverty charge in West Java Province by using 38.36%.. 
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Abstrak  

 

Kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang masih sulit terpecahkan hampir di setiap daerah di 

indonesia termasuk di Provinsi Jawa Barat. Tingkat kemiskinan ini dapat di pengaruh oleh beberapa 

faktor diantaranya pemberian Kredit oleh BPR dan Peran UMKM. Tujuan penelitian ini yaitu untuk 

menganalisis seberapa besar peningkatan kredit BPR dan seberapa besar peningkatan peran UMKM 

berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Jawa Barat. Data yang digunakan pada 

penelitian adalah sekunder dengan populasi 22 kabupaten/kota di Jawa Barat periode 2010-2018. 

Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier panel data dengan bantuan Eviews 8.0 

dengan Fixed Effect digunakan sebagai teknik analisis pada penelitian ini. Hasil pada penelitian 

menunjukan bahwa kemiskinan di Provinsi Jawa Barat mampu di Jelaskan oleh Kredit BPR dan Peran 

UMKM sebesar 83.8% (𝑅2). Selanjutnya secara parsial koefisien regresi menunjukan (1) Peningkatan 

Kredit BPR berpengaruh signifikan dengan taraf nyata 5% menggunakan nilai probabilitas 0,0006 serta 

berafiliasi positif menggunakan nilai koefisien yang diperoleh sebesar 0.032. (2) Peran UMKM 

berpengaruh signifikan dengan taraf nyata 5% menggunakan nilai probabilitas 0,0000 serta berafiliasi 

positif menggunakan nilai koefisien yang diperoleh sebesar 0.316. lalu kemiskinan di Provinsi Jawa 

Barat berpengaruh signifikan oleh Kredit BPR dan peran UMKM secara simultan sebesar 38.36%. 
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PENDAHULUAN 

Kemiskinan dalam Millenium 

Development Goals (MDGs) menjadi salah 

satu sasaran utama untuk diperangi negara-

negara dunia (Nkammnebe & Idemobi, 

2011). Selama ini, pemerintah Indonesia baik 

di tingkat pusat hingga daerah sudah gencar 

melancarkan berbagai program untuk 

mengurangi kemiskinan. Namun, berbagai 

program penanggulangan kemiskinan 

menjadi tidak efektif ketika di satu sisi 

pemerintah juga mengeluarkan kebijakan 

yang tidak pro dengan kemiskinan. Seperti 

kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), 

kenaikan harga kebutuhan pokok yang tidak 

bisa dikendalikan, dan lainnya. Kondisi ini 

terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia 

termasuk Jawa Barat. Badan Pusat Statistik 

(BPS) Provinsi Jawa Barat menyatakan 

tingkat kemiskinan mengacu kepada garis 

kemiskinan (GK) yakni Rp386.198 per kapita 

perbulannya. Angka GK tersebut juga 

mengalami peningkatan sebesar 3,99 persen 

dibanding September 2018. Berdasarkan 

daerah tempat tinggal, data BPS menunjukan 

pada periode September 2018 - Maret 2019 

jumlah penduduk miskin Jawa Barat, di 

daerah perkotaan dan pedesaan turun masing-

masing sebanyak 67,57 ribu jiwa dan 72,67 

ribu jiwa. Namun dengan angka 3,39 juta 

jiwa, menurut Dody jumlah penduduk miskin 

tersebut masih termasuk banyak 

dibandingkan daerah lain (Roberto & Wijaya, 

2010). 

Untuk mengukur kemiskinan, Indonesia 

melalui BPS menggunakan pendekatan 

kebutuhan dasar (basic needs) yang dapat 

diukur dengan angka atau hitungan Indeks 

Perkepala (Head Count Index), yakni jumlah 

dan persentase penduduk miskin yang berada 

di bawah garis kemiskinan. Penduduk miskin 

adalah penduduk yang memiliki rata-rata 

pengeluaran per kapita perbulan di bawah 

garis kemiskinan. Garis kemiskinan 

ditetapkan pada tingkat yang selalu konstan 

secara riil sehingga kita dapat mengurangi 

angka kemiskinan dengan menelusuri 

kemajuan yang diperoleh dalam  

mengentaskan kemiskinan di sepanjang 

waktu (Rachman, 2016). 

Kemiskinan masih menjadi persoalan 

utama di Provinsi Jawa Barat (JABAR) 

karena tingginya proporsi penduduk miskin 

dan rendahnya tingkat perkembangan 

ekonomi, dibandingkan rata-rata di 

Indonesia. Berbagai upaya penanggulangan 

kemiskinan telah dilakukan, di antaranya 

melalui penyediaan layanan keuangan mikro. 

Pelayanan keuangan mikro merupakan 

strategi penting yang diyakini dapat 

membantu membebaskan masyarakat dari 

kemiskinan. Di Indonesia, beberapa 

pelayanan keuangan mikro dinilai telah 

berhasil membantu mengurangi kemiskinan, 

di antaranya adalah pelayanan Bank Rakyat 

Indonesia (BRI) unit desa (Charitonenko & 

Afwan, 2003). Dalam banyak kasus usaha 

kecil memiliki orientasi yang bisa berbeda 

dibanding usaha besar. Menurut Rizkiyah 

(2020) bahkan menengarai bahwa 

kebanyakan usaha kecil lebih merupakan 

social business yang tujuannya bukan 

memaksimumkan profit, tetapi lebih 

mengutamakan pada mempekerjakan tenaga 

kerja yang lebih banyak, memberikan 

pelayanan yang lebih pada kelompok miskin, 

dan beberapa tujuan lain yang sifatnya lebih 

sosial. Selain memberikan andil cukup besar 

bagi perekonomian nasional, BPR memiliki 

kedudukan penting dalam mendukung upaya 

penanggulangan kemiskinan. Hal ini 

disebabkan cakupan kegiatan BPR yang 

difokuskan pada usaha mikro dan kecil 

banyak melibatkan masyarakat miskin 

maupun masyarakat yang kehidupannya 

dekat dengan kemiskinan (Adi, 2007). 

Berbicara mengenai masalah ekonomi 

kerakyatan tidak akan pernah lepas dari 

pembicaraan tentang UMKM. Menteri 

Koperasi dan UKM mengungkapkan 

pertumbuhan UKM meningkat pesat dua 

tahun terakhir ini. Selanjutnya UMKM 

mempunyai peran yang strategis dalam 

pembangunan ekonomi nasional. Selain 

berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan 

penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam 

pendistribusian hasil-hasil pembangunan dan 

harus kita akui bahwa UMKM mempunyai 

suatu peran yang sangat vital didalam 

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi 
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tidak hanya dinegara sedang berkembang tapi 

juga di negara maju. Peran yang sangat 

penting ini terlihat dari perspektif 

kesempatan kerja dan sumber pendapatan 

bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan, 

pengurangan kemiskinan dan pembangunan 

perekonomian (Lianti et al., 2013). 

Secara umum kebijakan dalam 

pemberdayaan UMKM diarahkan untuk 

mendukung upaya penanggulangan 

kemiskinan dan kesenjangan serta 

menciptakan kesempatan kerja. Dalam 

rangka mendukung upaya penanggulangan 

kemiskinan dan kesenjangan, langkah 

kebijakan yang ditempuh adalah penyediaan 

dukungan dan kemudahan untuk 

mengembangan usaha ekonomi produktif 

berskala mikro/informal, terutama di 

kalangan keluarga miskin dan/atau di daerah 

tertinggal dan kantong-kantong kemiskinan. 

Pengembangan usaha skala mikro tersebut 

dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas 

usaha dan keterampilan pengelolaan usaha, 

peningkatan akses ke lembaga keuangan 

mikro, serta sekaligus meningkatkan 

kepastian dan perlindungan usahanya 

sehingga menjadi unit usaha yang lebih 

mandiri, berkelanjutan dan siap untuk 

tumbuh dan bersaing. Keberadaan Usaha 

Mikro Kecil Menengah (UMKM) sangat 

dibutuhkan masyarakat khususnya 

masyarakat dengan kemampuan ekonomi dan 

keterampilan yang terbatas. Peranan penting 

UMKM dalam kehidupan masyarakat adalah 

sebagai tempat mendapatkan penghasilan, 

dan mengembangkan potensi atau 

keterampilan yang mereka miliki (Maryati, 

2014). 

Peran keberadaan UMKM yang paling 

menonjol adalah kemampuannya didalam 

penyerapan tenaga kerja (mengurangi 

pengangguran). Bagi kebanyakan orang yang 

kreatif, inovatif, ulet dan memiliki etos kerja 

tinggi, justru hal demikian menjadi lebih 

menarik untuk mendirikan UMKM. Sebab, 

mereka akan merasa lebih bebas, dan sadar 

bahwa usaha besar juga dimulai dari usaha 

kecil yang berpotensi untuk berkembang 

besar. Selain itu, fleksibilitas dan 

kemampuanya lebih baik dan dimamis dalam 

menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar 

yang mudah berubah dengan cepat dibanding 

usaha besar yang umumnya lebih birokratis. 

Selanjutnya, ketika mereka telah memiliki 

usaha sendiri yang tangguh dan mandiri, 

maka masalah kemiskinan justru akan lebih 

mudah diatasi, sebab masalah kemiskinan 

pada umumnya terjadi karena mereka tidak 

memiliki pekerjaan (menganggur) dan orang 

yang tidak punya pekerjaan berarti tidak 

punya penghasilan, selanjutnya orang yang 

tidak berpenghasilan, dekat dengan 

kemiskinan (Prasetyo, 2008). 

Selanjutnya, pemberantasan 

kemiskinan melalui penyediaan lapangan 

kerja dirasakan akan lebih berhasil daripada 

penyediaan output. Dengan kata lain, fungsi 

dan peran UMKM dapat diakui telah terbukti 

tahan banting dan lebih kebal terhadap krisis, 

serta mampu menyerap tenaga kerja dalam 

jumlah yang cukup besar. Dengan demikian, 

peran UMKM dapat dijadikan sebagai ujung 

tombak penanggulangan kemiskinan dan 

pengangguran (Krisna, 2016). 

Rumusan masalah dalam penelitian ini 

yaitu seberapa besar peningkatan kredit oleh 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berpengaruh 

terhadap penurunan tingkat kemiskinan di 

Jawa Barat, seberapa besar peningkatan 

peran UMKM berpengaruh terhadap 

penurunan tingkat kemiskinan di Jawa Barat, 

dan seberapa besar peningkatan kredit oleh 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) serta 

peningkatan peran UMKM berpengaruh 

secara (simultan) terhadap penurunan tingkat  

kemiskinan di Jawa Barat. Oleh karena itu 

diharapkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemiskinan seperti 

Peningkatan kredit BPR, dan Peningkatan 

Peran UMKM dapat terus meminimalisir 

kemiskinan yang terjadi di Jawa Barat. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Mendefinisikan kemiskinan sebagai 

kondisi dimana seseorang atau sekelompok 

orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu 

memenuhi hak-hak dasarnya untuk 

mempertahankan dan mengembangkan 

kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar 

tersebut antara lain, terpenuhinya kebutuhan 
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pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, 

perumahan, air bersih, pertanahan, 

sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa 

aman dari perlakukan atau ancaman tindak 

kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam 

kehidupan sosial-politik. Untuk mewujudkan 

hak- hak dasar seseorang atau sekelompok 

orang miskin Bappenas menggunakan 

beberapa pendekatan utama antara lain; 

pendekatan kebutuhan dasar (basic needs 

approach), pendekatan pendapatan (income 

approach), pendekatan kemampuan dasar 

(human  capability approach)  dan 

pendekatan objective and subjective 

(Putriana,2014). 

Mencoba mengidentifikasikan 

penyebab kemiskinan ditinjau berasal sisi 

ekonomi. Pertama, secara mikro kemiskinan 

muncul sebab adanya ketidaksamaan di 

kepemilikan sumberdaya yang 

mengakibatkan distribusi pendapatan yg tak 

seimbang. Penduduk miskin hanya 

mempunyai sumberdaya pada jumlah 

terbatas serta kualitasnya rendah. kedua, 

kemiskinan timbul akibat perbedaan dalam 

kualitas sumberdaya insan. Kualitas 

sumberdaya insan rendah berarti 

produktivitasnya rendah, yg pada gilirannya 

upahnya rendah. Rendahnya kualitas 

sumberdaya insan ini karena rendahnya 

pendidikan, nasib kurang beruntung, adanya 

subordinat atau karena keturunan. Ketiga, 

kemiskinan ada akibat perbedaan akses 

dalam modal (Nidar,2016). 

Untuk mengukur kemiskinan, Indonesia 

melalui BPS menggunakan pendekatan 

kebutuhan dasar (basic needs) yang dapat 

diukur dengan angka atau hitungan Indeks 

Perkepala (Head Count Index), yakni jumlah 

dan persentase penduduk miskin yang berada 

di bawah garis kemiskinan. Penduduk miskin 

adalah penduduk yang memiliki rata-rata 

pengeluaran per kapita perbulan di bawah 

garis kemiskinan. Garis kemiskinan 

ditetapkan pada tingkat yang selalu konstan 

secara riil sehingga kita dapat mengurangi 

angka kemiskinan dengan menelusuri 

kemajuan yang diperoleh dalam 

mengentaskan kemiskinan di sepanjang 

waktu (Rachman,Siswanti,2016). 

Keuangan mikro (microfinance) 

merupakan alat yang penting dan strategis 

dalam mewujudkan pembangunan dalam tiga 

hal sekaligus, yaitu: menciptakan lapangan 

kerja,meningkatkan pendapatan masyarakat, 

dan mengentaskan kemiskinan. Akses 

terhadap jasa keuangan yang berkelanjutan 

merupakan prasyarat bagi masyarakat miskin 

dan pengusaha mikro untuk meningkatkan 

kemampuan dan kapasitas ekonominya. 

Salah satu pendekatan yang dipergunakan 

dalam aplikasi konsep keuangan mikro 

adalah diarahkan pada upaya pengentasan 

kemiskinan melalui instrumen kredit yang 

biasanya disertai dengan layanan tambahan, 

seperti pelatihan baca tulis, menghitung, 

penyuluhan kesehatan dan gizi, kegiatan 

keagamaan dan lain sebagainya. Melalui 

pendekatan ini, pemerintah dan atau pihak 

donor membiayai kredit untuk orang miskin, 

dengan bunga di bawah suku bunga pasar. 

Sasarannya adalah orang miskin, untuk 

membantu keluar dari jerat kemiskinan serta 

memberdayakan mereka ( Marguerite s., 

Robhinson, 1992). 

Kegiatan keuangan mikro dilakukan 

oleh lembaga-lembaga pembiayaan mikro 

(microfinance institution) yang selama ini 

telah relatif dikenal oleh masyarakat,seperti 

Bank Perkreditan masyarakat, Koperasi 

Simpan Pinjam, Baitul Maal wat Tamwil, 

forum Swadaya rakyat, dan berbagai 

gerombolan arisan. Selain itu, BRI Unit Desa 

sebagian akbar pembiayaannya pula dapat 

digolongkan pada kredit mikro. 

Dalam banyak kasus usaha kecil 

memiliki orientasi yang bisa berbeda 

dibanding usaha besar. Bahkan menengarai 

bahwa kebanyakan usaha kecil lebih 

merupakan social business yang tujuannya 

bukan memaksimumkan profit, tetapi lebih 

mengutamakan pada mempekerjakan tenaga 

kerja yang lebih banyak, memberikan 

pelayanan yang lebih pada kelompok miskin, 

dan beberapa tujuan lain yang sifatnya lebih 

sosial (Salam, 2007). Selain memberikan 

andil cukup besar bagi perekonomian 

nasional, BPR memiliki kedudukan penting 

dalam mendukung upaya penanggulangan 

kemiskinan. Hal ini disebabkan cakupan 
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kegiatan BPR yang difokuskan pada usaha 

mikro dan kecil banyak melibatkan 

masyarakat miskin maupun masyarakat yang 

kehidupannya dekat dengan kemiskinan ( 

Tambunan, 2012). Memandang BPR 

merupakan LKM yang berpotensi besar 

mendukung penanggulangan kemiskinan 

melalui pemberian kredit mikro (Yunus, 

2011). 

Pengembangan ekonomi rakyat harus 

diprioritaskan melalui keberpihakkan kepada 

sektor usaha mikro kecil dan menegah. Sektor 

UMKM ini memegang peranan yang sentral 

dan strategis dalam pengembangan ekonomi 

kerakyatan. Sektor UMKM akan mampu 

menyerap tenaga kerja yang cukup besar dan 

bisa diharapkan menjadi backbone dalam 

bangkitnya sektor riil. Menurut laporan dari 

BPS ada perbedaan antara usaha mikro, usaha 

kecil dan usaha menengah dalam latar 

belakang atau motivasi pengusaha dalam 

melakukan usaha. Sebagian besar pengusaha 

mikro mempunyaí latar belakang ekonomi 

yaitu ingin memperoleh perbaikan 

penghasilan. Faktor keturunan juga menjadi 

latar belakang pengusaha mikro yaitu 

meneruskan usaha keluarga yang terdahulu 

dan alasan lain adalah tidak adanya 

kesempatan berkarier di bidang lain (Badan 

Pusat Statistik.2007). 

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif 

yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh 

orang perorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan atau 

bukan cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai atau menjadi bagian baik langsung 

maupun tidak langsung dari usaha menengah 

atau usaha besar yang memenuhi kriteria 

usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam 

undang-undang ini. Sedangkan usaha 

menengah adalah usaha ekonomi produktif 

yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh 

orang perorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan atau 

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai 

atau menjadi bagian baik langsung maupun 

tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha 

besar dengan jumlah kekayaan bersih atau 

hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur 

dalam undang-undang (Badan Pusat 

Statistik.2010). 

Peran keberadaan UMKM yang paling 

menonjol adalah kemampuannya didalam 

penyerapan tenaga kerja (mengurangi 

pengangguran). Bagi kebanyakan orang yang 

kreatif, inovatif, ulet dan memiliki etos kerja 

tinggi, justru hal demikian menjadi lebih 

menarik untuk mendirikan UMKM. Sebab, 

mereka akan merasa lebih bebas, dan sadar 

bahwa usaha besar juga dimulai dari usaha 

kecil yang berpotensi untuk berkembang 

besar. Selain itu, fleksibilitas dan 

kemampuanya lebih baik dan dimamis dalam 

menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar 

yang mudah berubah dengan cepat dibanding 

usaha besar yang umumnya lebih birokratis. 

Selanjutnya, ketika mereka telah memiliki 

usaha sendiri yang tangguh dan mandiri, 

maka masalah kemiskinan justru akan lebih 

mudah diatasi, sebab masalah kemiskinan 

pada umumnya terjadi karena mereka tidak 

memiliki pekerjaan (menganggur) dan orang 

yang tidak punya pekerjaan berarti tidak 

punya penghasilan, selanjutnya orang yang 

tidak berpenghasilan, dekat dengan 

kemiskinan (Prasetyo, 2008). 

Selanjutnya, pemberantasan 

kemiskinan melalui penyediaan lapangan 

kerja dirasakan akan lebih berhasil daripada 

penyediaan output. Dengan kata lain, fungsi 

dan peran UMKM dapat diakui telah terbukti 

tahan banting dan lebih kebal terhadap krisis, 

serta mampu menyerap tenaga kerja dalam 

jumlah yang cukup besar. Dengan demikian, 

peran UMKM dapat dijadikan sebagai ujung 

tombak penanggulangan kemiskinan dan 

pengangguran (Krisna, 2016). 

 

METODE PENELITIAN 

Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini yakni deskriptif dan 

verifikatif. Sugiyono (2011) menjelaskan 

penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

berfungsi untuk mendeskripsikan atau 

memberi gambaran terhadap objek yang 

diteliti melalui data sampel atau populasi 

sebagaimana adanya, tanpa melakukan 

analisis dan membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum. Desain penelitian 
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deskriptif ini digunakan untuk 

menggambarkan peningkatan kredit BPR, 

peningkatan peran UMKM dan penurunan 

tingkat kemiskinan. Selain itu penelitian 

verifikatif menurut Arikunto (2006) adalah 

penelitian yang pada dasarnya ingin menguji 

kebenaran melalui pengumpulan data di 

lapangan. Pada penelitian ini digunakan 

untuk melihat pengaruh peningkatan kredit 

BPR dan peningkatan peran UMKM terhadap 

penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi 

Jawa Barat pada periode 2010-2018. 

 

Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2010) mengatakan 

bahwa populasi merupakan “wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya”. Populasi dari penelitian ini 

22 kabupaten/kota di Jawa Barat. Menurut 

Sugiyono (2010), yang dimaksud dengan 

sampel adalah “bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut”. Sampel adalah bagian dari populasi 

yang akan dijadikan bahan penelitian. Dalam 

penelitian ini, sampel yang digunakan adalah 

data kemiskinan, data kredit BPR, data 

perkembangan UMKM periode 2010-2018 

yang telah dipublikasikan oleh BPS dan OJK. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2011) 

pengumpulan data dapat dilakukan dalam 

berbagai setting dan berbagai sumber. Pada 

konteks penelitian ini pengumpulan data 

menggunakan sumber primer dan sumber 

sekunder. Sumber primer adalah sumber data 

yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, dan sumber sekunder 

merupakan sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data 

misalnya, melalui orang lain atau melalui 

dokumentasi. Selain itu, penelitian ini 

menggunakan data sekunder dengan tehnik 

non participant observasi atau yang 

diperoleh secara tidak langsung melalui 

media perantara (diperoleh dan dicatat oleh 

pihak lain). Pada praktiknya pengumpulan 

data sekunder yang diperoleh dari website 

internet BPS yang terkait dengan masalah 

kemiskinan, perkembangan UMKM dan 

Bank Indonesia, OJK dengan masalah 

Pemberian Kredit BPR.selain itu, 

pengumpulan data dilakukan dengan 

membaca buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, 

referensi yang berkaitan dengan penelitian 

ini dan penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan penelitian yang sedang dilakukan. 

 

Analisis Data 

Uji signifikan merupakan prosedur 

yang digunakan untuk menguji kesalahan 

atau kebenaran dari hasil hipotesis nol (H0) 

dari sampel, uji signifikan yang digunakan 

adalah uji determinasi (R2), uji F dan uji t. 

Uji determinasi (R2) mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai (R2) 

yang kecil bearti kemampuan variabel-

variabel bebas dalam menjelaskan variasi 

variabel terikat amat terbatas. Nilai yang 

mendekati 1 berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. 

Secara umum koefisien determinasi untuk 

data silang (cross section) relatif rendah 

karena adanya variasi yang besar antara 

masing-masing pengamatan (Ghazali, 2009). 

Menurut Ghazali (2009) uji statistik t 

pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel independen secara 

individual dalam menerangkan variabel 

dependen. Pengujian dilakukan dengan 

menggunakan signifikan level 0,05 (α = 5%). 

Penerimaan atau penolakan hipotesis 

dilakukan dengan kriteria: 

1) Jika nilai signifikan > 0,05 maka 

hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak 

signifikan). Ini berarti secara parsial 

variabel independen tidak mempunyai 

pengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen. 

2) Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka 

hipotesis diterima (koefisien regresi 

signifikan). Ini berarti secara parsial 

variabel independen tersebut 
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mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 

Uji F ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

dalam model regresi variabel Kredit BPR 

dan peran UMKM secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan 

di Jawa Barat dengan tingkat keyakinan 95% 

(α = 5%). Uji F ditunjukan untuk mengukur 

hubungan keseluruhan antara koefisien 

regresi dari variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Pengujian hipotesis adalah: 

H0: β1 = β2 = β3...βn = 0, berarti variabel bebas 

(X) tidak meiliki pengaruh signifikan secara 

simultan terhadap variabel terikat (Y). 

Ha: β1 = β2 = β3 ...βn ≠ 0, bearti variabel bebas 

(X) memiliki pengaruh signifikan secara 

simultan terhadap variabel terikat (Y). 

Untuk menguji hipotesis secara simultan 

digunakan statistik F (Ftest). 

 

Rumus yang digunakan untuk statistik F 

adalah: 

 

𝐹=
Mean Square Regression

Mean Square Error
 

Jika Fhitung< Ftabel, maka H0 diterima dan H1 

ditolak, dan jika Fhitung> Ftabel, maka H1 

diterima dan H0 ditolak. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Deskriptif Kredit BPR  

Dalam banyak kasus usaha kecil memiliki 

orientasi yang bisa berbeda dibanding usaha 

besar. Bahkan menengarai bahwa 

kebanyakan usaha kecil lebih merupakan 

social Business yang tujuannya bukan 

memaksimumkan profit, tetapi lebih 

mengutamakanpada mempekerjakan tenaga 

kerja yang ebih banyak, memberikan 

pelayanan yang lebih pada kelompok miskin, 

dan beberapa tujuan lainnya yang bersifat 

lebih sosial (Yunus,2011). Kredit merupakan 

penyediaan dana yang di dalamnya terdapat 

kesepakatan pinjam meminjam anatar bank 

dan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam untuk membayar setelah jatuh 

tempo dengan pemberian bunga atau bagi 

hasil. Hasil desk study berkaitan dengan 

perkembangan pembiayaan/kredit BPR 

konvensional menunjukkan bahwa nilai 

kredit BPR di Provinsi Jawa Barat pada 

periode 2010-2018 mengalami peningkatan 

dengan rentang paling rendah sebesar 29.83 

pada tahun 2010 di kabupaten Ciamis dan 

rentang paling tinggi sebesar 1.823.891 pada 

tahun 2018 di kota Bandung (Tabel 1). 

 
Tabel 1. Nilai kredit BPR di Provinsi  

Jawa Barat Tahun 2010-2018 

 
 

Analisis Deskriptif Peran UMKM  

Peran Usaha Kecil dan Menengah 

(UMKM) telah diakui merupakan salah satu 

upaya penanggulangan kemiskinan di 

Indonesia, yang penting tidak hanya bagi 

pertumbuhan ekonomi tetapi juga untuk 

pembagian pendapatan yang merata bagi 

masyarakat. Pengetasan kemiskinan dengan 

cara mengembangkan UMKM memiliki 

potensi yang cukup baik. Sektor UMKM 

memiliki kontribusi yang besar bagi 

penyerapan tenaga kerja, yaitu lebih dari 

99.45% tenaga kerja meskipun demikian 

kontribusi terhadap PDB maupun PDRB 

masih sekitar 30%. Berbagai program dan 

strategi pemerintah untuk mengembangkan 

UMKM di daerah-daerah baik pronvinsi 

maupun kabupaten/kota khususnya di 

provinsi Jawa Barat sangat banyak antara lain 

program kredit mikro, pembinaan lingkungan 

dengan iklim usaha yang 

kondusif,memfasilitasi dan memberikan 

akses pada sumber daya produktif dan 

memperkuat kewirausahaan serta daya 

saingnya, dan yang baru-baru ini adalah 

program bantuan langsung tunai khusus 

pelaku UMKM. Upaya pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah ini semata-mata 

untuk memajukan sektor UMKM, yang 

dampaknya akan dapat meningkatkan 
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kesejahteraan para pekerja yang terlibat di 

dalamnya. Pengembangan UMKM akan 

dapat menyerap lebih banyak lagi tenaga 

kerja yang ada sehingga akan menertibkan 

dampak yang signifikan bagi upaya 

pengetasan kemiskinan di Indonesia 

khususnya di provinsi Jawa Barat. 

Berikut adalah Tabel 2,  

perkembangan UMKM di Provinsi Jawa 

Barat Tahun 2010-2018. Dari Tabel 2 

menunjukan perkembangan UMKM di 

Provinsi Jawa Barat pada periode 2010-

2018 mengalami peningkatan dengan 

rentang paling rendah sebesar 2.026 pada 

tahun 2010 di kota Banjar dan rentang 

paling tinggi sebesar 220.325 pada tahun 

2018 di Kabupaten Bogor. 

 
Tabel 2. Perkembangan UMKM Kabupaten/Kota  

Tahun 2010-2018 

 
 

Analisis Deskriptif Tingkat Kemiskinan   

Kemiskinan sebagai kekurangan dalam 

kesejahteraan, dan terdiri dari banyak 

dimensi. Ini termasuk berpenghasilan rendah 

dan ketidakmampuan untuk mendaptkan 

barang dasar dan layanan yang diperlukan 

untuk bertahan hidup dengan martabat 

(World Bank, 2010).  Perkembangan tingkat 

kemiskinan di jawa barat terus meningkat. 

Kenaikan yang terjadi selama kurun waktu 

2010 sampai 2018 disebabkan antara lain 

lemahnya kondisi perekonomian Indonesia 

yang dipengaruhi oleh kelesuan 

perekonomian global. Hal ini terjadi hampir 

di seluruh wilayah Indonesia. 

Secara umum, persentase penduduk 

miskin di daerah perdesaan lebih besar 

daripada perkotaan. Salah satu penyebabnya 

bisa dimungkinkan karena akses dan 

infrastruktur yang kurang memadai di daerah 

perdesaan. Selain itu, kualitas sumber daya 

manusia di perdesaan masih lebih rendah 

dibandingkan perkotaan.  Tabel 3. 

menggambarkan peningkatan kemiskinan di 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2018. 

Hasil Tabel 3 menunjukan Tingkat 

Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat pada 

periode 2010-2018 mengalami peningkatan 

secara fluktuatif  dengan rata-rata dari tahun 

2010 sebesar 201.138 dan pada tahun 2016 

meningkat sebesar 324.992 dan seterusnya 

sampai pada tahun 2018. Peningkatan secara 

fluktuatif terjadi di seluruh kabupaten/ kota di 

Provinsi Jawa Barat. 

 
Tabel 3. Perkembangan Tingkat Kemiskinan 

Kabupaten/Kota Tahun 2010-2018 

 

 
 

Uji Hipotesis Simultan  

Untuk mengetahui signifikan atau 

tidaknya suatu pengaruh dari variabel- 
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variabel bebas secara bersama-sama atas 

suatu variabel tidak bebas digunakan uji F 

atau pengujian secara simultan. Dengan kata 

lain, akankah kedua variabel bebas secara 

bersama-sama mampu mempengaruhi 

variabel terikat dengan signifikan. Hasil uji F 

berdasarkan pengolahan Eviews 8.0 disajikan 

pada Tabel 4. 
 

Tabel 4. Pengujian Hipotesis Secara Simultan 

(Uji F) 

F- Statistic 38.36 

Prob (F-Statistic ) 0.000000 

     Sumber : data primer, diolah (2021) 

 

Dari tabel diatas, diperoleh nilai Prob. 

F hitung sebesar 0,000. Oleh karena nilai 

Prob. F hitung (0,000) < 0,05, maka H0  

ditolak. Uji F menunjukan nilai sebesar 

38.36 dimana nilai ini lebih besar dari  > Ftabel  

3. 04 Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa secara simultan terdapat pengaruh 

yang signifikan dari variabel kredit BPR 

(X1), peran UMKM (X2) terhadap 

Kemiskinan (Y). 
 

Uji Hipotesis  Parsial 

Untuk mengetahui signifikan atau 

tidaknya suatu pengaruh dari variabel- 

variabel bebas secara parsial atas suatu 

variabel tidak bebas digunakan uji t. 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh 

data yang terlihat pada Tabel 5. 
 

Tabel 5. Pengujian Hipotesis Secara Parsial 

 (Uji t) 

Variabel Hasil t-Statistic Prob Sign 

Kredit BPR (+) 0.032 3.490 0.0006 Sig 

UMKM (+) 0.316 13.706 0.0000 Sig 

Sumber : data primer, diolah (2021) 

 

Uji parsial dilakukan untuk menguji 

pengaruh variabel-variabel independen 

terhadap variabel dependen. Berdasarkan 

tabel di atas diperoleh hasil bahwa secara 

parsial, kredit BPR (X1) memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kemiskinan (Y). 

Hal ini dapat di lihat dari nilai t-staistic 

3 . 4 9 0  nilai ini lebih besar dari nilai ttabel 

1.97 dengan arah hubungan yang positiv. Hal 

ini sejalan dengan nilai probabilitas yang 

berada dibawah nilai error yang dapat 

ditoleransi yaitu 5% (0.0000 < 0.05) tingkat 

kepercayaan 95%, artinya berpengaruh 

signifikat tetapi semakin tinggi kredit yang 

diberikan oleh BPR tidak menurunkan 

tingkat kemiskinan  

Selain itu untuk UMKM memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap 

kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari nilai t-

statistic 13.706, nilai ini lebih besar dari nilai 

ttabel 1.97 dengan arah hubungan yang positiv. 

Hal ini sejalan dengan nilai probabilitas yang 

berada diatas nilai error yang dapat 

ditoleransi yaitu 5% (0.1016 > 0.05) tingkat 

kepercayaan 95%, artinya berpengaruh 

signifikan tetapi semakin tinggi peran 

UMKM di suatu daerah tidak menurunkan 

tingkat kemiskinan. 

 

Koesisien Determinasi  

Untuk mengetahui besarnya pengaruh 

kredit BPR dan peran UMKM secara 

bersama-sama terhadap kemiskinan, 

digunakan koefisien determinasi. Jika uji 

simultan digunakan unutk menguji hipotesis 

secara keseluruhan, maka koefisien 

determinasi digunakan untuk menghitung 

besaran pengaruh dari kedua variabel 

bebasnya, yaitu variabel Kredit BPR dan 

Peran UMKM. Besaran pengaruh ini 

berkisar dari interval 0 hingga 1 atau 0% 

hingga 100%. Tabel 6 di bawah ini 

memperlihatkan hasil perhitungan koefisien 

determinasi dari 20 data panel yang 

digunakan. 
 

Tabel 6. Koefisien Determinasi 

R-squared 0.838821 

Adjusted R-squared 0.816953 

  Sumber : data primer, diolah (2021) 

 

Berdasarkan hasil output Eviews 8.0 di 

atas, diperoleh nilai R-squared sebesar 

0.838. Hal ini menunjukkan bahwa 

kontribusi kredit BPR (X1) dan peran 

UMKM (X2) terhadap kemiskinan (Y) 

adalah sebesar 83,8% sisanya sebesar 16,2% 

merupakan kontribusi variabel lain selain 

variabel bebas yang diteliti. 
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Pengaruh Peningkatan Kredit BPR 

terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan 

Dari hasil analisis regresi yang 

dihasilkan dalam penelitian ini, menunjukan 

bahwa variabel kredit BPR menunjukan 

tanda positif dan berpengaruh secara 

signifikan terhadap kemiskinan di provinsi 

Jawa Barat. Untuk variabel kredit BPR (X1) 

diperoleh nilai t hitung sebesar 3.49.  Karena 

t hitung (3.49) > t tabel (1.97), maka H0 

diolak. Hasil tersebut tidak sesuai dengan 

teori dan penelitian terdahulu yang menjadi 

landasan teori dalam penelitian ini. Kredit 

yang diberikan oleh BPR tidak menyentuh 

kepada masyarkat yang marginal (poor 

people). sehingga banyaknya penyaluran 

kredit yang terdaftar tetapi masih belum tepat 

sasaran. Dilihat dari peruntukannnya, kredit 

yang di salurkan untuk masyarakat 

menengah kebawah dan mikro digunakan 

dengan tujuan yang tidak produktif atau lebih 

bersifat konsumtif, tentunya hal tersebut 

akan menambah beban pengeluaran dan 

menurunkan pendapatan. Dengan adanya 

ketidak tepatan tersebut peran BPR harus 

sangat hati-hati dalam memberikan kredit 

kepada calon debitur. Banyak pendekatan 

yang dilakukan oleh BPR dalam rangka 

mengetaskan kemiskinan tentunya akan 

berbeda-beda sesuai dengan tingkatan yang 

dimiliki, sehingga sasaran yang dicapai tepat 

sasaran. Pendekatan bagi kelompok 

masyarakat yang sangat miskin (the extreme 

poor) harus lebih di ketatkan dan lebih di 

perhatikan dengan pendekatan langsung 

berupa program pangan dan penciptaan 

lapangan kerja baru. Sedangkan kelompok 

yang miskin dengan penghasilan rendah 

menggunakan pendekatan tidak langsung 

seperti penciptaan iklim yang kondusif bagi 

pengembangan usaha mikro dan UKM, 

terbentuknya lembaga pelatihan dan 

konsultasi BPR, pengembangan berbagai 

jenis pinjaman yang dapat mempermudah 

akses kelompok tersebut, sehingga upaya 

yang dilakukan oleh BPR akan berdampak 

pada penurunan tingkat kemiskinan di Jawa 

Barat. 

Dapat disimpulkan bahwa Kredit BPR 

(X1) secara parsial memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kemiskinan (Y). Hasil 

penelitian menunjukan bahwa kredit BPR 

memiliki koefisien positif yang berarti 

semakin tinggi pemberian kredit oleh BPR , 

tetapi tidak berdampak pada penurunan 

tingkat kemiskinan dengan pengaruh yang 

signifikan.  

 

Pengaruh Peningkatan Peran UMKM 

terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan 

UMKM memiliki peran penting dalam 

pertumbuhan ekonomi. Variabel peran 

UMKM signifikan terhadap kemiskinan di 

Jawa Barat. Untuk variabel peran UMKM 

(X2) diperoleh nilai thitung sebesar 13.70. Oleh 

karena thitung (13.70) < ttabel (1.97), maka H0 

diterima, dan menunjukkan tanda positif. 

Hasil tersebut tidak sesuai dengan teori dan 

penelitian terdahulu yang menjadi landasan 

teori dalam penelitian ini. Pelaku usaha baik 

usaha kecil, usaha menengah maupun usaha 

kecil dan menengah belum semuanya paham 

dan belum secara menyeluruh terdaftar di 

lembaga Kementerian Koperasi dan UMK 

atau Dinas Koperasi dan UMK di kabupaten 

dan kota. Pelaku usaha pada prakteknya lebih 

berperan aktif dalam menopang dan 

menggerakan roda perekonomian. Pada era 

digitalisasi sekarang pelaku usaha lebih 

tertarik dan lebih nyaman melakukan 

kegiatan ekonomi dengan menggunakan 

digital atau e-commers, karena di rasa 

penggunaan platform e-commers sangat 

mudah dan tidak harus mengeluarkan biaya 

yang besar untuk beban-beban produksi 

lainnya. Sehingga pelaku usaha pada 

akhirnya terlena dengan izin usaha ataupun 

tidak mendaftarkan usahanya pada lembaga 

baik di Kementerian koperasi dan UMK 

pusat maupun di dinas koperasi dan UMK 

yang pada akhirnya kurangnya data UMKM 

yang ada di BPS. 

Padahal peran UMKM dan 

pengembangan UMKM memiliki potensi 

yang cukup baik, sektor UMKM memiliki 

kontribusi yang besar bagi penyerapan tenaga 

kerja. Berbagai program dan strategi 

pemerintah untuk mengembangkan UMKM 

di daerah-daerah baik pronvinsi maupun 

kabupaten/kota khususnya di provinsi Jawa 
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Barat sangat banyak antara lain program 

kredit mikro, pembinaan lingkungan dengan 

iklim usaha yang kondusif,memfasilitasi dan 

memberikan akses pada sumber daya 

produktif dan memperkuat kewirausahaan 

serta daya saingnya, dan yang baru-baru ini 

adalah program bantuan langsung tunai 

khusus pelaku UMKM. Upaya pemerintah 

pusat maupun pemerintah daerah ini semata-

mata untuk memajukan sektor UMKM, yang 

dampaknya akan dapat meningkatkan 

kesejahteraan para pekerja yang terlibat di 

dalamnya. Pengembangan UMKM akan 

dapat menyerap lebih banyak lagi tenaga 

kerja yang ada sehingga akan menertibkan 

dampak yang signifikan bagi upaya 

pengetasan kemiskinan di Indonesia 

khususnya di provinsi Jawa Bara. 

Dapat disimpulkan bahwa peran 

UMKM (X2) secara parsial memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kemiskinan 

(Y). Hasil penelitian menunjukan bahwa 

peran UMKM memiliki koefisien positif 

yang berarti semakin tinggi atau 

meningkatnya peran UMKM, tidak 

berdampak pada penurunan tingakat 

kemiskinan dengan pengaruh yang 

signifikan.  

 
Pengaruh Kredit BPR dan Peran UMKM 

terhadap Kemiskinan 

Secara bersama-sama atau simultan 

terdapat pengaruh signifikan antara kredit 

BPR dan peran UMKM terhadap 

kemiskinan. Berdasarkan hasil perhitungan 

sebelumnya dapat dilihat bahwa nilai 

probabilitas F-statistic bernilai 0,000. 

Karena nilai prob F-statistic 0,000 < 0,05 

maka H0 ditolak, artinya secara bersama-

sama kredit BPR dan peran UMKM 

berpengaruh signifikan terhadap 

kemiskinan.Tetapi tidak sesuai dan tidak 

sejalan dengan landasan teori dan penelitian 

terdahulu yang digunakan oleh penelitian ini. 

Dengan adanya keterbatasan data yang 

digunakan baik secara data yang terdaftar, 

olah data ataupun pengambilan data di 

lapangan. Sehingga hasil yang di dapat tidak 

sesuai dengan landasan teori penelitian.  
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan temuan hasil penelitian 

dan analisis seperti yang telah diuraikan, 

Kredit yang diberikan oleh BPR tidak 

menyentuh kepada masyarkat yang marginal 

(poor people). sehingga banyaknya 

penyaluran kredit yang terdaftar tetapi masih 

belum tepat sasaran. Dilihat dari 

peruntukannnya, kredit yang di salurkan 

untuk masyarakat menengah kebawah dan 

mikro digunakan dengan tujuan yang tidak 

produktif atau lebih bersifat konsumtif, 

tentunya hal tersebut akan menambah beban 

pengeluaran dan menurunkan pendapatan. 

Dengan adanya ketidak tepatan tersebut 

peran BPR harus sangat hati-hati dalam 

memberikan kredit kepada calon debitur.  

Pelaku usaha baik usaha kecil, usaha 

menengah maupun usaha kecil dan menengah 

belum semuanya paham dan belum secara 

menyeluruh terdaftar di lembaga 

Kementerian Koperasi dan UMK atau Dinas 

Koperasi dan UMK di kabupaten dan kota. 

Pelaku usaha pada prakteknya lebih berperan 

aktif dalam menopang dan menggerakan roda 

perekonomian. Pada era digitalisasi sekarang 

pelaku usaha lebih tertarik dan lebih nyaman 

melakukan kegiatan ekonomi dengan 

menggunakan digital atau e-commers, karena 

di rasa penggunaan platform e-commers 

sangat mudah dan tidak harus mengeluarkan 

biaya yang besar untuk beban-beban produksi 

lainnya. Sehingga pelaku usaha pada 

akhirnya terlena dengan izin usaha ataupun 

tidak mendaftarkan usahanya pada lembaga 

baik di Kementerian koperasi dan UMK 

pusat maupun di dinas koperasi dan UMK 

yang pada akhirnya kurangnya data UMKM 

yang ada di BPS. 

Secara bersama-sama atau simultan 

terdapat pengaruh signifikan antara kredit 

BPR dan peran UMKM terhadap 

kemiskinan. Tetapi tidak sesuai dan tidak 

sejalan dengan landasan teori dan penelitian 

terdahulu yang digunakan oleh penelitian ini. 

Dengan adanya keterbatasan data yang 

digunakan baik secara  

data yang terdaftar, olah data ataupun 

pengambilan data di lapangan. Sehingga 

hasil yang di dapat tidak sesuai dengan 
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landasan teori dan penelitian terdahulu pada 

penelitian ini. 

Perlu dilakukan penelitian lanjutan 

dengan menambah variabel-variabel yang 

sekiranya berpengaruh terhadap kemiskinan 

diharapkan penelitian selanjutnya dapat lebih 

terfokus pada wilayah yang cakupannya 

lebih kecil agar lebih dapat terfokus secara 

khusus di suatu wilayah yang ada di 

Indonesia terutama daerah-daerah tertinggal. 

Kepada lembaga penyedia Data baik BPS 

dan OJK maupun BI lebih mengupdate data. 
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